ULTIMA Management | ISSN 2085-4587

ANALISIS PROBLEMATIKA DATABASE NIB IKM KABUPATEN
PAMEKASAN: STRATEGI ESKALASI UNTUK PENINGKATAN
EKONOMI DAERAH

Istianah Asas!
Universitas Madura
istianahasas@gmail.com

Wahyu Maulana?*
Universitas Madura
maulana_why(@unira.ac.id

Diterima 27 September 2025
Disetujui 25 Desember 2025

Abstract The problems of Small and Medium Industries (SMEs) in Pamekasan Regency, East
Java, particularly related to data collection and business escalation, have remained
unresolved over the past decade. This situation is inconsistent with the government's priority
of placing the creative economy sector as a focus of national economic development. The main
problem is the incomplete data collection of SMEs through the Business Identification Number
(NIB). This has resulted in hampered SME scale-up programs, difficulties in monitoring, and
inaccurate policy decision-making. This study analyzes the problems of the SME NIB database
using a qualitative approach using QDA Miner Lite software to identify the root causes and
patterns of business escalation. The study involved 39 SMEs out of a total of 107 registered
SMEs in Pamekasan Regency, selected purposively based on their low-risk characteristics.
Data were collected through in-depth interviews and field observations using a qualitative
approach. The study identified that 32.38% of SMEs experienced obstacles in NIB renewal due
to a lack of technical understanding and access to information. Meanwhile, 35.9% of SMEs
successfully scaled up through business digitalization, innovative and superior products, and
competitive businesses, which contributed to a 69.23% increase in the regional economy. This
study recommends the Pamekasan Regency Government to: 1. Provide regular NIB renewal
training,; 2. Build an integrated digital monitoring system, and 3. Design a scale-up mentoring
program based on NIB data to improve policy effectiveness and the welfare of SMEs.
Keywords: IKM Escalation; QDA Miner; NIB Database; Regional Economy

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui pembentukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2019 menunjukkan komitmen serius terhadap
pengembangan sektor ekonomi kreatif. Sektor ini berkontribusi 7,44% terhadap PDB nasional
dan diproyeksikan meningkat 8,37% pada periode 2024-2029 (Badan Pusat Statistik (BPS),
2020; Kemenparekraf, 2020). Dari semangat tersebut menjadikan sektor ekonomi kreatif yang
ada di daerah harus ditingkatkan dan dikembangkan guna mendorong perekonomian daerah
yang berdampak terhadap pertumbuhan PDB nasional. Hal ini juga yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor ekonomi
kreatif seperti UMKM dan IKM.
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Kabupaten Pamekasan mengalami transformasi ekonomi yang ditandai dengan
pertumbuhan ekonomi sebesar 4,88% dengan PDRB ADHB mencapai 22,5 triliun pada tahun
2024 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025a). Pemerintah Kabupaten Pamekasan menargetkan
peningkatan sektor ekonomi kreatif, khususnya UMKM dan IKM sebagai penggerak ekonomi
lokal. Berdasarkan data Disperindag Kabupaten Pamekasan tahun 2024, jumlah IKM di
Pamekasan mencapai 1.371 unit usaha dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 7,74%
(Badan Pusat Statistik (BPS), 2025b). Namun, Kabupaten Pamekasan menghadapi kendala
signifikan dalam pendataan IKM. Berdasarkan data Disperindag Kabupaten Pamekasan tahun
2024, hanya 68,05% dari total IKM yang terdaftar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
aktif. Kondisi ini menghambat pemerintah daerah dalam: (1) memetakan potensi IKM, (2)
merancang program pendampingan yang tepat sasaran, dan (3) mengalokasikan anggaran
secara efektif.

Penelitian terdahulu tentang pengembangan IKM berfokus pada aspek pemasaran
digital (Sulistyono et al., 2023), pemberdayaan (Zainuddin et al., 2024), dan kinerja operasional
(Tasya et al., 2022), namun belum mengeksplorasi peran sistem database terintegrasi sebagai
instrumen strategis untuk eskalasi IKM dan monitoring kebijakan. Novelty: Penelitian ini
mengintegrasikan analisis database NIB dengan strategi eskalasi IKM menggunakan
pendekatan kualitatif berbasis QDA Miner Lite untuk mengidentifikasi pola permasalahan dan
merumuskan model intervensi struktural.

Penelitian pengembangan IKM dapat dikategorikan dalam empat aspek : 1. Aspek
SDM : Penelitian menunjukkan pentingnya kompetensi manajerial (Febrila & Eriyanti, 2025)
dan kapabilitas teknis (Zare et al., 2025) dalam meningkatkan daya saing IKM; 2. Aspek
Produk dan Inovasi : Kualitas produk (Aruvali et al., 2025), Mutu produk (Abbas et al., 2023)
dan inovasi berkelanjutan (Ruslan et al., 2025) terbukti signifikan meningkatkan penetrasi
pasar; 3. Aspek Pemasaran dan branding : Transformasi digital marketing (Mareta et al., 2025)
dan branding (Qisthani et al., 2023) menjadi strategi utama perluasan pasar IKM; dan 4. Aspek
Finansial dan Kebijakan : Pengelolaan keuangan (Fera et al., 2025), akses permodalan (Ayuni,
2024) dan dukungan kebijakan pemerintah (Abu et al., 2025) menjadi enabler pertumbuhan.
Namun, belum ada penelitian yang menganalisis peran database terintegrasi sebagai fondasi
monitoring dan eskalasi IKM secara sistematis. Ketimpangan akses program IKM
menghambat pencapaian target ekonomi daerah dan berpotensi memperlebar kesenjangan
ekonomi antar pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan berbagai program
pendampingan IKM seperti : diadakannya berbagai macam pelatihan, digitalisasi, informasi
pasar hingga bantuan material. Namun, evaluasi menunjukkan hanya 51,28% dari total IKM
yang mendapat manfaat program (Disperindag, 2024). Kesenjangan ini mengindikasikan
perlunya sistem monitoring berbasis data untuk memastikan pemerataan program. Terdapat
beberapa rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, diantaranya : 1. Apa
faktor penyebab rendahnya kepemilikan NIB aktif di kalangan IKM Kabupaten Pamekasan?;
2. Bagaimana pola eskalasi IKM yang berhasil scale up di tengah keterbatasan sistem
database?; dan 3. Bagaimana model intervensi berbasis database dapat meningkatkan
efektivitas program pengembangan IKM?. Dari rumusan permasalahan tersebut maka
penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengidentifikasi problematika sistem database NIB dalam
ekosistem IKM Pamekasan; 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
eskalasi IKM; dan 3. Merumuskan model monitoring dan evaluasi berbasis database untuk
mendukung program scale up IKM.

Penelitian ini melibatkan kolaborasi multipihak antara Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
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(Bappeda) Kabupaten Pamekasan untuk memastikan implementasi hasil penelitian yang
terintegrasi. Penelitian ini berkontribusi dalam tiga aspek : 1. Teoritis - memperkaya literatur
tentang peran database dalam ekosistem IKM; 2. Praktis - menyediakan model intervensi
berbasis data untuk pemerintah daerah; dan 3. Kebijakan - merumuskan rekomendasi konkret
untuk optimalisasi program pengembangan IKM yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

1.2 Tinjauan Literatur
1. IKM

Industri Kecil Menengah (IKM) didefinisikan sebagai unit usaha dengan tenaga
kerja 5-19 orang untuk industri kecil dan 20-99 orang untuk industri menengah (UU
No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian). IKM memiliki peran strategis dalam
perekonomian Indonesia melalui : 1. Kontribusi terhadap PDB sebesar 3,69%; 2.
Penyerapan tenaga kerja mencapai 13,11 juta orang; dan 3. Menjadi inkubator
kewirausahaan dan inovasi produk local (Fauzan, 2025). Salah satu manifestasi
keterbatasan teknologi adalah sistem pendataan IKM yang belum terintegrasi. Database
yang komprehensif dan terintegrasi menjadi krusial sebagai instrumen: (1) pemetaan
potensi dan kapasitas IKM; (2) basis monitoring dan evaluasi program pemberdayaan;
(3) dasar pengambilan keputusan kebijakan yang berbasis bukti; dan (4) sarana fasilitasi
akses IKM terhadap program pemerintah, permodalan, dan peluang pasar (OECD,
2023). Di Indonesia, Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi database utama yang
mengintegrasikan perizinan dan identitas pelaku usaha dalam sistem Online Single
Submission (OSS). Meskipun menghadapi berbagai kendala, IKM memiliki peluang
strategis untuk meningkatkan daya saing. Transformasi digital melalui adopsi e-
commerce, digital marketing dan sistem manajemen berbasis cloud dapat
meningkatkan jangkauan pasar hingga 50,2% (Kano et al., 2022). Selain itu, model
kolaborasi dengan perusahaan besar melalui skema kemitraan rantai pasok terbukti
meningkatkan akses pasar dan transfer teknologi (Ruslan et al., 2025).

2. Database NIB

Database adalah sistem terorganisir untuk menyimpan, mengelola, dan
mengakses informasi secara terstruktur yang memungkinkan pengambilan keputusan
berbasis data (Elmasri & Navathe, 2015). Dalam konteks pengembangan IKM,
database berfungsi sebagai instrumen strategis untuk : (1) Pemetaan profil dan kapasitas
usaha; (2) Monitoring kinerja dan perkembangan IKM; (3) Basis evaluasi efektivitas
program pemberdayaan; dan (4) Fasilitasi akses IKM terhadap layanan pemerintah dan
peluang bisnis. Sistem database yang terintegrasi memungkinkan berbagai stakeholder
(pemerintah daerah, lembaga keuangan, asosiasi industri) mengakses informasi IKM
secara real-time untuk koordinasi program pemberdayaan, verifikasi kelayakan kredit
dan identifikasi peluang kemitraan (OECD, 2023). Di Indonesia, pemerintah
mengimplementasikan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai platform
terintegrasi untuk perizinan berusaha. Melalui OSS, setiap pelaku usaha termasuk IKM
memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai: (1) Identitas pelaku
usaha; (2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); (3) Angka Pengenal Importir (API); dan
(4) Akses terhadap izin berusaha lainnya (Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021).
NIB menjadi kunci akses IKM terhadap berbagai program pemerintah, skema
pembiayaan dan peluang pasar. Sistem NIB dalam OSS mencatat berbagai informasi
krusial IKM meliputi: identitas pelaku usaha, NPWP, nomor NIB, jenis perusahaan
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hingga status NIB. Gambar 1 dan 2 dibawah ini menunjukkan struktur data NIB yang
relevan untuk monitoring IKM di Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1. NIB aktif Gambar 2. NIB tidak aktif

Namun, berdasarkan observasi awal tingkat pembaruan data NIB oleh pelaku
IKM masih rendah dengan 31,95% NIB berstatus tidak aktif yang mengindikasikan
kesenjangan antara sistem dengan praktik di lapangan.

3. Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha mencerminkan adanya kemajuan yang ditandai oleh
meningkatnya kemampuan manajerial dan daya saing ekonomi perusahaan.
Peningkatan daya saing ini berdampak langsung pada bertambahnya pendapatan
sehingga usaha mampu bertahan dan bersaing di pasar. Indikator perkembangan usaha
umumnya dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan, penambahan tenaga kerja,
peningkatan laba serta kenaikan nilai aset. Ketika indicator tersebut terpenuhi, maka
usaha dapat dikategorikan berkembang (Inggarwati & Kaudin, 2012). Hal serupa juga
berlaku pada UMKM atau IKM, di mana perkembangan usaha terutama diukur dari
peningkatan pendapatan yang diterima (Sumardi & Zulpahmi, 2017). Selain itu,
kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi permintaan pasar menjadi tolok ukur
penting dalam menilai pertumbuhan UMKM atau IKM (Purwanti, 2012). Pertumbuhan
ini tercermin dari meningkatnya pendapatan, bertambahnya jumlah tenaga kerja, serta
semakin luasnya jumlah konsumen. Dengan demikian, aspek sumber daya manusia,
keuntungan usaha, dan pengelolaan aset menjadi indikator utama dalam menilai
perkembangan usaha kecil. Perkembangan usaha tidak terjadi secara otomatis,
melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, seperti karakteristik wirausaha,
kecukupan modal dan strategi pemasaran. Modal usaha memegang peranan
fundamental karena menjadi dasar dalam membangun serta memperluas skala usaha.
Besar kecilnya usaha sangat bergantung pada kemampuan pengusaha dalam mengelola
modal yang dimiliki (Purwanti, 2012). Perspektif Resource Based View menjelaskan
bahwa kemajuan maupun kemunduran perusahaan ditentukan oleh kekuatan dan
kelemahan sumber daya internal (Paulus & Murdapa, 2016). Sumber daya yang
dikelola dengan kapabilitas yang baik dapat diubah menjadi keunggulan ekonomi dan
menciptakan daya saing berkelanjutan (Lacity & Willcocks, 2008).

2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1 Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari metode kualitatif
adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan menggunakan
pendekatan deskriptif menggunakan bahasa dan kata. Dalam penelitian kualitatif, konteks asli
menjadi sangat penting dan berbagai metode alamiah digunakan untuk melaksanakan
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penelitian ini (Moleong, 2014). Data kualitatif dari wawancara, dokumentasi dan observasi
dianalisis menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014) yang terdiri dari tiga tahap dengan
bantuan software QDA Miner Lite: 1. REDUKSI DATA - Transkrip wawancara dan catatan
lapangan diimpor ke QDA Miner Lite - Dilakukan open coding untuk mengidentifikasi konsep
awal - Data disortir berdasarkan tema: (a) faktor penyebab NIB tidak aktif; (b) pola eskalasi
IKM; (c) hambatan scale up; (d) kebutuhan pendampingan — Kode tersebut dikategorikan
menggunakan axial coding untuk membentuk kategori tematik; 2. PENYAJIAN DATA - Data
disajikan dalam: (a) matriks kategorisasi masalah; (b) network diagram hubungan antar-faktor;
(c) frequency analysis untuk pola dominan - QDA Miner Lite digunakan untuk visualisasi word
cloud, code co-occurrence dan coding frequency; 3. PENARIKAN KESIMPULAN DAN
VERIFIKASI - Pola dan hubungan antar-tema diidentifikasi melalui selective coding -
Verifikasi dilakukan melalui: a) Triangulasi sumber: membandingkan data dari pelaku IKM,
pemerintah dan dokumen; b) Triangulasi metode: cross-check antara wawancara, observasi dan
dokumentasi; ¢c) Member checking: konfirmasi temuan kepada 10 informan kunci - Credibility
diperkuat dengan peer debriefing bersama peneliti lain dan praktisi IKM.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan IKM Kabupaten Pamekasan
(2024) distribusi IKM berdasarkan status NIB menunjukkan bahwa Kecamatan Kota
Pamekasan memiliki konsentrasi tertinggi IKM dengan NIB tidak aktif (Gambar 1). Dari total
1.371 IKM di seluruh kabupaten 23,05% terkonsentrasi di Kecamatan Kota Pamekasan sebagai
pusat ekonomi dan pemerintahan. Pada (Gambar 2) menunjukkan klasifikasi IKM berdasarkan
tingkat risiko usaha, dimana mayoritas IKM Kecamatan Kota Pamekasan 36,45% termasuk
kategori risiko rendah. Kategori risiko ini merujuk pada kompleksitas perizinan dan potensi
dampak lingkungan berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko. Penelitian ini memfokuskan pada IKM di Kecamatan Kota Pamekasan karena: (1)
Konsentrasi IKM tertinggi; (2) Representasi berbagai jenis usaha kreatif; (3) Aksesibilitas
untuk pengumpulan data; dan (4) Potensi replikasi temuan ke kecamatan lain. Fokus pada IKM
risiko rendah memungkinkan peneliti mengeksplorasi akar permasalahan administratif dan
manajerial tanpa bias dari kompleksitas teknis perizinan khusus.

Sebaran NIB Kategori Resiko IKM
IKM Kab. Pamekasan Kec. Pamekasan
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Gambar 3. Sebaran NIB IKM Pamekasan Gambar 4. Kategori Risiko IKM Pamekasan

Data : Rekraf dan IKM Kabupaten Pamekasan (2024).

| 206 | Vol. 17, No. 2 | Desember 2025




ULTIMA Management | ISSN 2085-4587

2.2 Profil Responden

Populasi penelitian adalah seluruh IKM terdaftar di Kecamatan Pamekasan dengan NIB
tidak aktif, berjumlah 107 unit usaha (Disperindag, 2024). Dari populasi tersebut, dipilih 39
IKM sebagai sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: 1. NIB berstatus tidak
aktif minimal 6 bulan; 2. Terklasifikasi risiko rendah berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia); 3. Masih operasional dan dapat dihubungi; dan 4. Bersedia
menjadi informan penelitian. Pemilihan IKM risiko rendah bertujuan untuk fokus pada
permasalahan administratif dan manajerial, bukan pada kompleksitas teknis produksi atau
perizinan khusus. Jumlah sampel 39 IKM (36% dari populasi) dianggap memadai karena telah
mencapai saturasi data pada informan ke-35, dimana informasi yang diperoleh mulai berulang
dan tidak ada temuan baru yang signifikan

3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa IKM yang menjadi objek
penelitian, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut :

Distribution of codes (Frequency) Distribution of codes (Frequency)
Masa Aktif NIB Eskalasi IKM

Chspane pacar 305%

Gambar 5. Masa aktif NIB Gambar 6. Eskalasi IKM
Sumber : Data diolah

Pada gambar 3, temuan dominan menunjukkan 34,53% IKM tidak memahami prosedur
pembaruan NIB, mengindikasikan kesenjangan literasi digital dan administratif di kalangan
pelaku IKM. Analisis lebih lanjut menggunakan QDA Miner Lite mengidentifikasi tiga sub-
tema dalam kategori "ketidakpahaman": a) Kompleksitas Sistem OSS (disebutkan 18 dari 39
informan): "Saya sudah coba buka websitenya, tapi bingung mau ngeklik yang mana. Ada
banyak menu, takut salah. Akhirnya saya tinggalin aja." (Informan IKM-07, batik) b)
Keterbatasan Akses Internet dan Perangkat (12 informan): "Di sini sinyal sering lemot, Pak.
Kadang loading doang sampai error. Belum lagi HP saya jadul, aplikasinya suka nge-hang."
(Informan IKM-23, kerajinan bambu) c) Tidak Ada Pendampingan Teknis (15 informan):
"Dulu pas bikin NIB pertama ada yang bantuin dari dinas. Sekarang disuruh update sendiri tapi
gak ada yang ngajarin." (Informan IKM-15, makanan olahan). Saya buka usaha batik ini sudah
15 tahun, Pak. Dulu pernah bikin NIB pas ada sosialisasi dari dinas. Tapi sekarang katanya
NIB saya sudah mati. Saya bingung harus gimana. Mau tanya ke dinas, jauh. Mau cari info di
internet, gak ngerti caranya. Ya sudah, saya jalani aja usaha seperti biasa. Alhamdulillah lancar-
lancar aja kok, pelanggan tetap ada, produksi jalan terus." (Informan IKM-12, pengrajin batik,
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15 tahun beroperasi) "Kalau mau jujur, saya sebenarnya tahu NIB saya sudah tidak aktif. Tapi
untuk perpanjang itu ribet, Pak. Harus upload ini itu, laporan keuangan lah, foto produk lah.
Sementara usaha saya kan kecil-kecilan, omzet naik turun. Saya gak sempat bikin pembukuan
yang rapi. Daripada ribet, ya saya biarkan saja. Lagian selama ini gak ada inspeksi atau
penertiban juga." (Informan IKM-28, makanan olahan, 8 tahun beroperasi) Kutipan diatas
mengkonfirmasi temuan kuantitatif sekaligus memberikan konteks mendalam tentang
rasionalitas pelaku IKM dalam mengabaikan status NIB. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Bapak Ricky selaku pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan,
terdapat beberapa alasan mengapa IKM tidak memperpanjang atau mengurus NIB, diantaranya
: 1. Ketidaktahuan pelaku usaha bahwa NIB lama mereka sudah tidak aktif; 2. Anggapan bahwa
usaha tetap dapat berjalan tanpa NIB; 3. Keterbatasan pemahaman terhadap sistem pembaruan
NIB; 4. Beban administratif yang dirasa cukup berat; serta 5. Pola pikir bahwa pengurusan NIB
hanya dilakukan apabila ada bantuan dari pemerintah. Pola ini menunjukkan bahwa
"ketidakpahaman" bukan semata-mata masalah kapasitas individu, tetapi refleksi dari: (1)
desain sistem yang tidak user-friendly untuk pengguna dengan literasi digital terbatas, (2)
infrastruktur teknologi yang belum merata, dan (3) absennya mekanisme pendampingan
berkelanjutan dari pemerintah. Temuan ini sejalan dengan studi yang mengidentifikasi gap
teknologi sebagai hambatan utama IKM (Tambunan, 2021), namun penelitian ini
memperdalam dengan menunjukkan bahwa gap tersebut bukan hanya pada teknologi produksi,
tetapi juga pada teknologi administratif yang justru menjadi gerbang akses IKM terhadap
ekosistem formal.

Pada gambar 4, hasil penelitian menunjukkan adanya eskalasi positif pada IKM di
Kabupaten Pamekasan, yang ditandai oleh usaha yang terus berkembang (35,9%), ekspansi
pasar (20,5%), inovasi produk (17,9%) serta penerapan digitalisasi (25,6%). Kondisi ini
menunjukkan semangat pelaku IKM untuk terus meningkatkan kualitas dan skala usahanya,
yang pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Namun
demikian, potensi ini akan lebih optimal apabila mendapat dukungan aktif dari pemerintah
daerah, khususnya terkait permasalahan NIB yang tidak aktif. Menurut Bapak Ricky juga, tidak
diperpanjangnya NIB menimbulkan berbagai dampak negatif bagi IKM, seperti : 1. Status
usaha yang tidak legal secara hokum; 2. Kesulitan dalam mengakses permodalan; 3.
Terhambatnya pengembangan usaha; serta 4. Tidak terdatanya usaha dalam basis data
pemerintah daerah. Akibatnya, IKM berpotensi tidak mendapatkan manfaat dari berbagai
program pemerintah yang tersedia.

Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya peran pemerintah Kabupaten
Pamekasan untuk lebih aktif dalam melakukan pendataan, evaluasi, dan monitoring terhadap
IKM yang memiliki permasalahan NIB. Optimalisasi fungsi NIB sebagai basis data daerah
diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program eskalasi usaha yang lebih tepat sasaran
sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan IKM dan pertumbuhan ekonomi daerah
secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji dua isu utama dalam pengembangan Industri Kecil dan
Menengah (IKM) di Kabupaten Pamekasan, yaitu problematika ketidakaktifan Nomor Induk
Berusaha (NIB) serta pola eskalasi usaha IKM dalam kondisi tersebut. Temuan empiris
menunjukkan bahwa persoalan NIB tidak aktif 65,57% didominasi oleh kendala teknis dan
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administrative (34,53% tidak memahami prosedur pembaruan; 31,04% tidak mengetahui status
NIB-nya), khususnya rendahnya pemahaman pelaku usaha 24,12% terhadap prosedur
pembaruan dan ketidaktahuan atas status NIB mereka. Faktor ini mencakup lebih dari separuh
responden, sementara sisanya disebabkan oleh faktor motivasional, seperti rendahnya minat
untuk memperbarui NIB atau persepsi bahwa legalitas formal tidak memberikan manfaat
langsung bagi kelangsungan usaha. Hasil ini menegaskan bahwa masalah utama bukan sekadar
rendahnya kesadaran hukum, melainkan adanya ketidaksesuaian antara desain sistem perizinan
digital (OSS) dengan kapasitas dan realitas operasional IKM local. Di sisi lain, penelitian ini
mengungkap paradoks penting dalam dinamika IKM. Meskipun mayoritas responden tidak
memiliki NIB aktif, sebagian besar IKM tetap menunjukkan indikator eskalasi usaha yang
positif sebesar 92%, seperti pertumbuhan berkelanjutan (35,9%), adopsi teknologi digital
(25,6%), perluasan pasar (20,5%) dan inovasi produk (17,9%). Fenomena ini menantang
asumsi konvensional bahwa formalisasi usaha merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan
IKM.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku IKM di Pamekasan banyak mengandalkan
mekanisme informal termasuk modal sosial, jaringan local dan reputasi sebagai strategi
bertahan dan berkembang di luar sistem formal pemerintah. Namun, ketergantungan pada
mekanisme informal ini menimbulkan konsekuensi struktural, baik bagi pemerintah maupun
pelaku usaha. Pemerintah kehilangan visibilitas terhadap kondisi riil IKM, yang berpotensi
menyebabkan ketidaktepatan alokasi program dan sumber daya. Sementara itu, IKM berisiko
terjebak dalam kondisi pertumbuhan terbatas, di mana mereka mampu berkembang hingga titik
tertentu tetapi kesulitan melakukan peningkatan skala usaha akibat keterbatasan akses terhadap
pembiayaan formal, sertifikasi dan kemitraan institusional.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan memperluas
konsep institutional voids ke dalam konteks digitalisasi pemerintahan (Khanna & Palepu,
2010). Berbeda dari literatur sebelumnya yang menekankan kekosongan institusi pasar
konvensional, studi ini menunjukkan bahwa kekosongan institusional juga dapat muncul dalam
tata kelola digital ketika infrastruktur teknologi tersedia, tetapi tidak dapat diakses atau
dimanfaatkan secara efektif oleh pelaku usaha dengan kapasitas terbatas. Kondisi ini
melahirkan apa yang disebut sebagai digital institutional void, yang menuntut pendekatan
kebijakan lebih substantif daripada sekadar penyediaan platform digital. Selain itu, penelitian
ini mengintegrasikan perspektif database governance ke dalam kajian pengembangan IKM,
dengan menegaskan bahwa database bukan sekadar alat administratif, melainkan instrumen
struktural yang menentukan inklusi atau eksklusi IKM dalam ekosistem ekonomi formal
(Ruslan et al., 2025; Tambunan, 2021). Studi ini juga mengusulkan model eskalasi IKM
berbasis dual-track, yaitu jalur formal melalui legalitas dan program pemerintah serta jalur
informal melalui jaringan sosial dan mekanisme pasar tradisional, yang menjelaskan mengapa
pertumbuhan tanpa NIB tetap mungkin tetapi tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dari sisi praktis, penelitian ini menawarkan implikasi kebijakan yang konkret. Pertama,
perlunya model intervensi berlapis yang mencakup langkah jangka pendek, menengah, dan
panjang untuk mengatasi permasalahan NIB secara sistematis; Kedua, pentingnya
pengembangan kerangka monitoring berbasis data yang mampu memetakan status NIB, pola
eskalasi usaha, serta hambatan spesifik yang dihadapi IKM sebagai dasar pengambilan
kebijakan berbasis bukti; Ketiga, penelitian ini menekankan urgensi pendekatan digitalisasi
yang inklusif, dengan menempatkan peningkatan literasi digital pelaku usaha sebagai prasyarat
utama sebelum implementasi transformasi digital pemerintahan secara lebih luas.

Penelitian ini juga secara reflektif mengakui keterbatasannya. Penggunaan desain
cross-sectional membatasi kemampuan penelitian dalam menangkap dinamika perubahan
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status NIB dan eskalasi usaha dari waktu ke waktu, sehingga hubungan kausal tidak dapat
ditetapkan secara definitif. Selain itu, fokus geografis yang hanya mencakup Kecamatan
Pamekasan serta pembatasan pada IKM kategori risiko rendah membatasi tingkat generalisasi
temuan. Kendati demikian, keterbatasan ini justru membuka ruang bagi penelitian lanjutan
berbasis data longitudinal dan cakupan wilayah yang lebih luas untuk menguji keberlanjutan
temuan dan memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara legalitas, tata kelola digital
dan pertumbuhan IKM.

4.2 Implikasi/Batasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan pengumpulan data pada satu
periode waktu (Juni—Agustus 2025). Pendekatan ini memungkinkan pemotretan kondisi IKM
pada satu titik waktu, namun tidak mampu menangkap dinamika temporal yang bersifat
longitudinal. Secara khusus, desain ini tidak dapat merekam perubahan status Nomor Induk
Berusaha (NIB) dari waktu ke waktu, proses eskalasi usaha IKM secara bertahap, maupun
dampak jangka panjang legalitas formal terhadap keberlanjutan usaha.

Implikasi metodologis dari desain tersebut cukup signifikan. Pertama, penelitian ini
tidak dapat menetapkan hubungan kausal secara definitif antara status NIB dan pertumbuhan
usaha. Meskipun data menunjukkan bahwa sebagian besar IKM dengan NIB tidak aktif tetap
mengalami pertumbuhan, temuan ini bersifat korelasional. Tidak dapat dipastikan apakah
pertumbuhan terjadi terlepas dari status NIB atau justru status NIB dibiarkan tidak aktif karena
pelaku usaha telah merasa mandiri dan tidak membutuhkan intervensi pemerintah. Kedua,
penelitian ini belum mampu menjawab apakah IKM yang saat ini berkembang tanpa legalitas
formal akan tetap berkelanjutan dalam jangka panjang atau justru berpotensi mengalami
stagnasi ketika berhadapan dengan hambatan akses pasar formal dan pembiayaan institusional.
Ketiga, pola permasalahan NIB yang teridentifikasi seperti rendahnya pemahaman prosedur
dan ketidaksadaran terhadap status NIB bersifat kontekstual dan berpotensi berubah seiring
perkembangan kebijakan, intensitas sosialisasi, maupun regenerasi pelaku usaha. Oleh karena
itu, studi longitudinal atau panel data direkomendasikan untuk menguji kembali hubungan
kausal dan dampak jangka panjang yang diindikasikan dalam penelitian ini.

Selain keterbatasan desain waktu, penelitian ini juga memiliki batasan geografis yang
signifikan. Fokus penelitian hanya mencakup IKM di Kecamatan Pamekasan, yang merupakan
pusat ekonomi dan pemerintahan kabupaten. Dari total 13 kecamatan, hanya satu kecamatan
yang dijadikan lokasi penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan konsentrasi IKM
yang tinggi, keterbatasan sumber daya penelitian, serta asumsi bahwa wilayah pusat kota
merepresentasikan kondisi terbaik karena memiliki akses infrastruktur dan layanan publik yang
relatif optimal. Konsekuensinya, temuan penelitian tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan
ke wilayah rural atau pinggiran yang memiliki keterbatasan akses digital, tingkat literasi
teknologi yang lebih rendah, jarak yang lebih jauh dari layanan pemerintah, serta struktur usaha
yang berbeda. Bahkan, jika permasalahan NIB sudah muncul di wilayah pusat, besar
kemungkinan tantangan tersebut lebih kompleks di wilayah perifer (wilayah pinggiran).

Keterbatasan lain berkaitan dengan karakteristik sampel usaha. Penelitian ini hanya
mencakup IKM dengan kategori risiko rendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Mayoritas responden
bergerak di sektor kerajinan, makanan olahan skala kecil, dan batik, yang tidak memerlukan
izin teknis lanjutan seperti AMDAL atau [zin Operasional Industri. Pembatasan ini dilakukan
untuk menyederhanakan kompleksitas analisis dan memfokuskan kajian pada hambatan
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administratif-manajerial. Namun, implikasinya adalah temuan penelitian tidak
merepresentasikan pengalaman IKM risiko menengah dan tinggi, yang menghadapi prosedur
perizinan lebih kompleks. Kelompok IKM tersebut dapat memiliki dinamika yang berbeda baik
dalam hal motivasi mempertahankan legalitas, kapasitas manajerial, maupun beban
administratif sehingga generalisasi hasil penelitian ke seluruh spektrum IKM harus dilakukan
dengan sangat hati-hati.
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